I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintzhan adalah bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang
berkembang sangal pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitus publik atas
dana-dana masyarakat yvang dikelola pemenntah memunculkan kebumhan atas
penggunaan akuntansi dalam mencatal dan melaporkan Kinerja pemeérintahan
{Nordiawan, Putra dan Rahmawati, 2012). Menurmt Mahmudi (2019), kinerja
pemerintahan dapat diukur dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi.
Anggaran Pendapatun dan Belanjs Dacruh dapat dijadikan tolak ukur dalam
penilatan kinerja keuangan pemenntah dacrah.

Menurot Rabmawat (2012), anggaran adalah sebuah proses vang dilakukan
oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang
dimilikinya pada kebutubhan-kebutuhan yang odak twrbatas (The Process Of
Allocating Resouwrces Te Unlimited Demans), Pengertian tersebut mengungkap
peran siralegis anggaran dalam pengelolaan kekavaan sebuah organisasi publik.
Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan membernikan pelayanan maksimal
kepada masyarakat, ictapt senngkalh kemginan ftersebut terhambat oleh
terbatasnys sumber daya yang dimilika. Disimlabh fungsi dan peran penting
AN garan.

Anggaran dapat dikatakan sehagmi permmyataan mengena estimasi kinerja
yang hendak dicapa selama Periode wakiu tertentu dalam ukuran finansial. Bagi
orgunisasi scktor publik scperti pemenntah, anggarun tidak hanya scbuah rencana
tahunan tetap juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolasn dana publik
yang dibebankan kepadanya (Rahmawati, 2012). Anggaran dapat dilihat pada
Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Menurut Mahmudi (2019), LLRA memberikan
informasi mengenai penilaian kinerja kenangan pemerintah. Dalam hal ini, semuoa
uspck dan  struktur aparatur dacrah harus  disusun dan  beronientusi  pada
pencapaian tingkat Kinerja secara efektivitas dan efisiensi.

Laporan Realisasi Anggaran (1.RA) merupakan bagian yang sangal penting
dalam suaiu instansi karena fungsinya untok mengetahui keadaan keuangan suatu
instansi. Menurut Perafuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
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2010 tentang Standar Akunmtansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) adalah laporan yang menyajikun ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakian
sumber daya keuvangan yang dikelola olch pemenntah pusat/dacrah, yang
menggambarkan perbundingan antars anggaran dun realisasinya dalam  satu
Periode pelaporan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah
suluh sutu kementeriun/Lembaga yung diberi mandut untuk mewujudkun agenda
priontas pembangunan terutama pada agenda pnontas nomor 5 yaitu
“"Menmngkatkan Kuahitas Hidup Indonesia™ melalun * Pembangunan Kependudukan
dan Keluarga Berencana™ BKKBN Penode 2019-2021 menggunakan basis kas
untuk penyusunsn dan penyajiun LEA. Busis kus adalsh busis skuntansi vang
mengakui penguruh transaksi atau peristiwa lainnya pada samt kas atau sctara kas
diterima atau dibayar. Hal i sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) yang telah diterapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintaban (SAP).

Dalam rencana anggaran BKKBN biasanya terdapat anggaran yang
realisasinya tidak sesuni dengan anggaran yang telab ditetapkan, Hal tersebut
dikarenakan terdapat pandemi Covid-19. Dampak pandemi Cowvid-19 1elah
menekan Ketahanan Nasional kbhususnya di BKKBN  Perinde 2019-2021,
Penurunan Ketahanan Nasional menyebabkan terjadinya penurunan kualitas
pendidikan. keluarga, kerukunan sosial, ketertiban sosial, penlaku sosial
disamping pengarubnya yang besar terhadap kelahiran, kematian dan perpindahan
penduduk. Kondizi ini menjadi kekhawatiran bagi jajaran BKKBN khususnya
BKKBN Penode 2019-2021.

Menurut Mahmudi (2019), Kinerja keuangan diukur dengan melihat
pendapatan dan belanja pada LRA dalam menghitung rasio keuangan pada
pendapatan, terdapat beberapa rumus yaitu: masio kemandinan daerah, rmasio
keterganiungan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektivilas Penerimaan Asli
Daerah, rasio efisiensi Penerimaan Asli Daerah, rasio efektivitas pajak daerah,
rasio efisiensi pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, rasio kemampuan

mengembalikan  pinjaman dan rasio utang  terhadap pendapatan. Untuk
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menghitung rasio keuvangan pada belanja hanya menggunakan rumus efisiensi
belanja.

Kincrja BEKKBN dapat dicapai melalui prinsip efektivitas dan efisiensi.
Menurut Bastiun (2010), efektivitus adalah penilaian kinerja organisusi yang
berkaitan dengan output. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan
mjuan stau sasaran vang bharus dicapal. Sedangkan cfisiensi adalsh pemlaan
kinerja organisasi yung berkaitan dengan impur. Efisicnsi merupakan ukurun
apukah penggunaan barang dun jasa vang dibeli dan digunakan olch organisasi
pemerintah dapat tercapai. Semakin tinggi angkanya maka semakin tinggi tngkat
efiziensi dan efektivitasnya.

Menurut Alexander (2018). pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi
Sulawesi Utara yung mengungkapkun bahwa kinerja pemerintah dinilai baik jika
pemenntah mampu dalam melaksanakan wgas dalam mencapar tujuan yang telah
ditetapkan sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Penulisan wgas akhir
mi didukung clch penclitan Fatimah (2022) pady Pemenntsh Kota Muagelang
yang menjclaskan bahwa anggaran yang dikelola oleh pemenntah  harus
mencrapkan prinsip elisiensi dan efektivitas yang menjadi indikator penilaian
kinerja pemernntah.

Penelitian (Azizah, 2022) dengan judul “Analisis FEfektivitas Pendapatan
dan Efisiensi Belanja Guna Mengukur Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum
Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muare Jambi pada Masa Pandemi Covid™
menggunakan metode analisis Kuantitatif. Hasil dari penelitian adalah Efekuvitas
pendapatan ramah sakit pada masa covid 19 tergolong cenderung run dan tdak
efekuifl yaitu rata-rata 75%. Sedangkan efisiensi belanja rumah sakit tergolong
kurang efisien yaitu rata-rata sebesar 93 85%..

Berdasarkan permasalahan yang draikan, dapat dilihat bahwa anggaran
dapat diukur dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. (leh karena i,
judul vang diangkat oleh penulis adalah “Analisis Realisasi Anggaran
Menggunakan Rasio Efektivitas dan Efisiensi pada BKKBN Periode 2019-2021"
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1.2 Tujuan

Penulisan laporan tugas akhir ini bertujuan untuk mengukur kinerja terhadap
realisasi anggarun menggunakan rasio clektvitus dun efisiensi pada BKKBN
Periode 2019-2021.

1.}  Kerangka Pemikiran
BKKRBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah

salah satu kementerian/lembaga yang diberi mandat untuk mewujudkan agenda
priontas pembangunan terutama pada Agenda Prioritas Nomor 5 yaitu
“Memingkatkan Kualitas Hidup Indonesia™ melalui “Pembangunan Kependudukan
dan keluarga Berencana™ HKKHN Perinde 2019-2021 menyusun anggaran
pendapatan dan bhelanja dan laporan realisasi angparannya sendiri. Realisasi
anggaran pendapatan dan belanja dapat dilihat pada laporan realisasi angaran
(LRA). Selanjutnya, anggaran pendapatan dan belanja tersebut akan dianalisis
dupat digambarkun schagai benkut:

BKKBN Periode 2019-2021
¥
Fapnran Realizasi Anggaran
*
Pendapatan dan Belanja
| I
|_ Frektivitas | Ffisiensi |
t t
| Kesimpolan |

Gambar 1. Kerangka pemikiran

1.4 Kontribusi
Luporan tugas akhir ini diharapkan dapst memberikan kontribusi schagai
berikut:
|. Bagi BKKBN
Dapat dijadikan masukan dalam menngkatkan ongkast efcktivitas dan
ehsiensi BKKBN Peniode 2019-2021.
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2. Bagi penulis
Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman langsung tentang
analisis anggaran dan realisasi anggaran BKKBN Penode 2019-2021.

3. Bag pembaca
Dapat menjadi referensi bagi yang ingin mengkaji di bidang yvang sama.
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IL TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Publik
2.1.1 Pengertian Anggaran Publik

Anggaran publik adalah pernyataan yang menyangkut perkiraan penerimaan
dan pengeluaran vang diharapkan akan terjadi dalam <atu alan beberapa Penode
mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan dala penerimaan dan pengeluaran
yang terjadi di masa lalu (Bastian, 2010). Sementara itu, Mardiasmo (2018)
menjelaskan  bahwa anggaran publik adalah rencana kegistan yang
dipresentasikan dalam bentuk rencana perolchan pendapatan dan belanja dalam
satuan moncter. Anggaran  pubhk merupakan  suatu dokumen  yang
menggambarkan kondisi keuangan dan suatu organisasi yang meliput informasi
mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai
apa yvang akan dilakukan organisasi di masa vang skan datang. Sctiap anggaran
memberikan informasi mengenai apa yvang henduk dilukukan dalum beberapa
Periode yang akan datang.

2.1.2 Fungsi Anggaran Publik
Menurut Mardiasmo (2018), fungsi anggaran publik sebagai benkut:
. Alat Perencanaan (Planning Tool)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan
organisasi, Anggaran sekior publik dibua untuk merencanakan tindakan apa
yang akan dilakukan olch pemenntah, berapa biaya yang dibutuhkan. dan
berapa hasil yang diperoleh dani belanja pemenntah terscbut.

b. Al Pengendalian (Control Tool)

Anggaran sehagm alal pengendalian memberikan rencana detal atas
pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan
dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

¢. Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool)

Anggaran sebagai alat fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan

ekonomi dan mendorong pertambuhan ekonomi. Melalo anggaran publik
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tersebut dapat diketahui arsh kebijakan fiskal pemeriniah, sehingga dapat
dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ckonomi.

. Alat Politik (Political Teol)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prionitas dun kebutuhan
keuvangan terhadap prortas tersebut. Pada sekior publik. anggaran
merupakan dokumen polink scbagai bentuk komitmen cksekutif dan
kescpukatan legislatil atus penggunaun dany publik untuk kepentingun
enente.

. Almt Koordinasi Dan Komunikasi (Coordination And Communication Tool)

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar baglan dalam
pemenntihan. Anggaran publik yang disusun dengun bwk skan mampu
mendeteksi terjudinya inkonsistens: suatu unmit kerja dalam pencapaian kerja
twjuan organisasi. D samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai
alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran
harus dikomumkasikan ke scluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.
Alat Penilaian Kincrja (Performance Measurement Tool)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budger holder (eksekutif)
kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai
herdasarkan pencapaian targel anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran,
. Alat Motivasi (Motivation Tool)

Anggaran dapai digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan
stafnya agar bekerja secara ekonomis, efekif dan efisien dalam mencapai
targed dan tujuan organisasi vang telah dietapkan.

. Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik (Public Sphere)

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan
DPRDPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berhagai organisasi
kemasyarakatan harus terlibal dalam proses penganggaran publik.
Sedangkan menurut Bastian (20103}, fungsi anggaran sebagai berikut:

a) Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana
kerja.

b} Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan
di masa mendatang.
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c) Sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai
unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan,

d) Schagai alat pengendalian unit kerja.

¢) Schagai alst motivasi dan persuasi tindakan vang cfektifl serta
efisien dalam pencapaian visi organisasi.

g) Anggaran merupakan instrumen kebijukan fiskal.

2.1.3 Pengaruh dan Tujuan Anggaran Publik

Bastian (2010), mengungkapkan bahwa anggaran publik selalu dikastkan
dengan akuntabilitas cksckutil organisasi Konflik vang terjadi dulam pencntuan
unggaran sangat berpengaruh terhadup kapabilitas cksckutil organisasi untuk
mengendalikan pengeluaran. Prakuknya, pihak eksekunf akan menggunakan
daftar tahunan lentang pengeluaran dan pendapatan beserta tujuan aktivitasnya,
Karakter anggarun udalah keserugauman, kescluruban transaks:  organisasi,
keteraturan penyerahan rancangan anggaran pertahunannya, akurasi prakiraan
pendapatan serta pengeluaran yang didasari oleh persetujuankonsensus, dan
erpublikasi.  Proses penvusunan  maupun  pengesahan  anggaran  dapat
dipublikasikan ke masyarakal. Tujuan anggaran dapal diromuskan sehagai alal
akuntabilitas, alat manajemen, dan instrumen kebijakan ekonomi. Proses akhir
penvusunan anggaran meropakan hasil dari persetujuan poliik, termasuk item
pengeluaran vang harus disetujui para legislator. Dalam hal imi, unit kerja
organisasi merupakan pelaksana pengelolaan dana dan program.

2.14 Karakieristik Anggaran Publik
Karakreristik anggaran publik menurut Bastian (20010) sebaga berikut:
a) Dinyatakan dalam satuan keuangan dan saiuan nonkeuangan
b) Umumnya mencakup jangka wakiu terientu, yaitu satu atau beberapa
tahun

¢) Berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai
sasaran yang ditetapkan
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d) Usulan anggaran yang ditelash dan disctujui oleh pihak berwenang

yang lebih tinggi dan penyusun anggaran

¢) Hanya dapat dwwbah dalam kondisi tertentu

2.1.5 Prinsip Anggaran Publik
Prinsip-prinsip anggaran publik menurut Bastian (2010) sebagai berikut:

)

b)

)

d)

e)

Demokratis, berarti anggurun yang berkuitan dengun  pendupatan
maupun pengeluaran harus ditctapkan melalui suvatu proses yang
mengikuisertakan sehanyak mungkin unsur masyarakat, harus dibahas
dan mendapatkan persetujuan dan legislatif.

Adil, berarti anggaran negara harus diarshkan secara optimal bagi
kepentingun orang banvak dan secara proporsional dialokasikan ke
semua kelompok dalam masyvarakat sesuai dengan kebutuhannya,
Transparan, berani proses  perencanaan, pelaksanaan, seria
pertanggungjuwaban anggaran negara yang harus diketshw tidak saga
olch wakil rakyat tetapi juga masyarakat umum.

Bermoral tinggi. berarti bahwa pengelolaan anggaran negara berpegang
pada peraturan perundangan yang berlaku, serla senantiasa mengacu
pada etika dan moral yang tinggi.

Berhati-hati, berarti pengelolaan anggaran juga harus dilakukan secara
berhati-hati, karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal
harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur
haotang organisasi.

Akuntabel, berarti bahwa pengelolaan kenangan organisasi harus dapat
dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal
kepada rakvat,

2.2 Pendapatan dan Belanja Pablik
2.2.1 Pendapatan Pahlik

Menurut Peraturan Pemenntah RI Nomor 71 Tahen 2000 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, pendapatun adalah penerimaan oleh Bendahars Umum
Negara/Benduhury Umum Dacrah stuu olch entitus pemenntah lannya yang
menambah  Saldo Anggaran Lebih dalam Penode tahun  anggaran  yang

Lezaalps e ppm Canihann e

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

1

bersangkutan yang mnejadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayvar Kembali oleh
pemenntah.
1.2.2 Belanja publik

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara
Umum Negara/Bendahara Umum Duerah yang mengurangi Saldo Anggaran
Lebih dalam Periode tubun anggarun bersunghkutun yang tidak akan diperolch
pembayarannya kembali olch pemenntah. Sementura itu, menurut Nourmamita
(2016), belanja publik atau pengeluaran publik, baik di pusat maupun di dacrah
merupakan salah satu fakior pendorong pertumbuhan ekonomi negara. Belanja
publik sksn digunaksn pemenintah baik pusat maupun dacrah untuk membiayai
segula  aktivitas pelayanan dan pembangunan publik bag  kesejahteraan
masvarakat,

23 Analisis Rasio Kenangan Publik

2.31 Pendapatan
Mahmudi (2019) mengungkapkan bahwa analisis rasio keuangan publik

pada akun pendapatan melipuni:

a. Derajat Desentralisasi
Derajat descniralisasi dilntung berdasarkan perbandingan antara jumlah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan otal penerimaan daerah. Rasio ini
menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.
Semakin tnggi kontribusi PAD maka semskin onggi kemampuan
pemenntiah  dacruh  dalam  penyelenggarnan  desentralisasi, Rasio 1m
dirumuskan scbaga benkut:
Derajat Desentralisasi = Pendapatan Asli Daerah

— x 100%
Total Pendapatan Duerah

h. Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan
transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan
daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin hesar tingkat ketérgantungan
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pemenntah daerah terhadap pemenntah pusat dan/atau pemerintah provinsi.
Rasio ini dirumuskan sebaga benkut:

Ketergantungan Kevangan Dacrah - Pendapatan Transfer
% 100%

Total Pendapatan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD
dibagn dengun jumlsh pendapatan transfer dan pemenntah pusat dan
provinsi sena  pinjaman  daerah. Semakin  tinggi angka rasio  ini
menunjukkan pemenntah dserah semakin tinggi Kemandinan keuangan
daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikul:

Kemandirian Keuangan Daerah = Pendapatan Asli Daerah
x 100%

TI. Pusat + Provinsi + Pinjaman

. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

Efcktivitus menunjukkan kesuksesan stuu kegagalan dalam pencapaian
wjuan. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah
dalam memobilisasi penerimaan sesual dengan vang ditargetkan, Rasio
efekuvitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penernimaan
PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan
sebagai berikut:

Rasio Efeknvitas PAD = Reahisasi Penenmaan PAD

; x 100%
Target Penerimaan PAD

Kriteria tingkat efcktivitas menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut:
1. Sangat efektif = 100%

Efekiif : 1P

Cukup efekuil : 0% -99%

Kurang Efeknl  : 75%-89%

Tidak efektil : <T5%

ra

R
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Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi
penerimaan PAD, indikator rasio cfektifitas PAD saja belum cukup, schab
meskipun jika dilihat dan rasio efckihtasnya sudah baik tetapt bila ternyata
bianya untuk mencapa target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan
PAD tersebut tidak efisien. Rasio ini efisiensi PAD dihitung dengan cara
membandingkan biaya yang dikeluarkan pemenntah uniuk memperoleh
PAD dengun reulisasi penerimusn PAD. Untuk dupst menghitung rasio
ehisicnsi PAD diperlukan data tambahan vang tdak tersedia di LRA. yaitu
data tentang binya pemungutan PAD. Rasio ini dirumuskan sehagai benkut:

Rasio Efisiensi PAD = Biaya Pemerolehan PAD

e — % 1%
Realisasi Penerimaan PAD
Kriteria tingkat efisiensi menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut:
a) Sangal Efsien s 10%
b) Ehsicn : 10%-20%
¢) Cukup Efisien 1 21%-30%
d) Kurang Efisien  : 31%-40%
e) Tdak Efisien s A%

Rasin Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio Efekuivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah
daerah mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak
daerah yang ditargetkan. Rasio im disnggap baik apabila mencapai angka
minamal | atau 100%. Rasio ini dirumusken schaga berikut:

Rasio Efcktivitus PD =  Realisasi Penenmaan Pajak Dacrah
L 100%

Target Penerimaan Pajak Daerah

Rasio Efisiensi Pajak Daerah dihitung dengan menggunakan data temtang
biava pemungutan pajak. Pemungutan pajak dikatukan cfisicn apabila rasio
yang dicapai kurang dari 10% (semakin kecil rasio ini semakin baik). Rasio
ini chirumuskan sebagai herikut:

Rasio Efisiensi PID = Biaya Pemungutan Pajak Daerah
x 100%

Reahisasi Penenmaan Pajak Dacrah
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f. Derajat Kontribusi BUMD
Rasio ini bermanfaat untuk mengetabui tingkat kontnbusi perusshaan
daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan
curs membandingkan penenimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dengan total penenmaan PAD. Rasio ini
dirumuskan sebagai berikut:
Derajat Kontribusi BUMD - Pencrimaan Bagian Laba BUMD

= x 1
Penerimaan PAD

g. Kemampuan Mengembalikan Pinjaman
Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah
daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah. Rasio ini dirumuskan
sebagai berikut:

Kemampuan Mengembalikan Pinjaman
= [(PAD) - (DBH - DBHDR) + DAU)] - Belanja Wajib

Angsuran Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain

Kelerangan:

PAD : Pajak Asli Daerah

DAL ' PDana Alokasi Limom

DBH : Dana Bag Hasil (bagian dari PBB, BPHTB dun SDA)
DBHDR : Dana Bagn Hasil Dana Reboisasi

Belanja Wajib | Belanja Pegawai dan Belanja Anggota DPRD

Riaya Lain : Biaya terkait pengadaan pinjaman antara lain Biaya
Administrasi, Biava Provisi, Biava Komitmen, Asuransi
dan Denda
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2.3.2 Belanja
Mahmudi (2019) mengungkapkan bahwa analisis rasio kevangan publik pada
akun belanja meliputi:

Analisis varians belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara
realisasi belanja dengan anggaran. Selisih anggaran belanja  dapat
dikategorikun menjadi dua jonis vaitu:

I. Seclisih disukai (favourable variance) yaitu reahsasi belanja lebih kecil
dan anggarannya.

Selish tidak disukai (umfavewrable variance) yaitu realisasi belanja
lebth besar dar snggarannya,

[

Analisis vanans belanja dapat dirumuskan schagu berikut:
Analisis Vanians Belanja = Realisasi Belanja - Anggaran Belanja .............(5)

Analisis pertumbuhan belanja
Analisis pertumbuban belunja bermanfuat untuk mengetabui perkembungun
belanja dari tahun ke tahun. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui berapa
besar pertumbuban belanja. apakah pertumbuhan tersebut rasional, dan
dapat dipertanggungjawabkan. Analisis mm dapat dihitung dengan rumus
schagal berikut:
Pertumbuhan Belanja Tahun .
= Realisasi Belanja Tahun , — Realisasi Belanja Tahun ;.
Realisasi Belanja Tahun |

Analisis kescrusiun belanja
Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetashu keseimbangan
antarbelanja. Analisis imi tendin atas:
1. Analisis belanja per fungsi terhadap total belanja

Rasio im digunakan untuk mengetahu pola dan oncntasi pengeluaran

pemerintah  dacrah. Rasio im juga penting untuk menilai  apakah

pemerintah daerah sudah melaksanakan ketentuan perumdangan,

Rasio im dapat dibitung dengan rumus sebagai berikui:

Rasin Belanja per Fungsi = Realizasi Belanja Fungsi

" Total Belanja Dacrah
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Analisis belanja operasi terhadap total belanja
Analisis belanja operasi terhadap total belinja merupakan perbandingan
antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio imi
menunjukkan porsi belanju dacruh yang dinlokasikan untuk belanja
operasi. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Rasio Belunja Operasi terhadap Total Belanja

Realisasi Belanju Operasi

Total Belanja Dacrah

Analisis belanja modal terhadap total belanju
Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan
antars total reahsasi belama modal dengan total belanja dacrsh. Rasio im
menunjukkan porsi belanja decrah yang dialokasikan untuk investasi
dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Rasio
ind dapat dihitung dengan rumus sebagai herikut:
Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja
= Realisasi Belanja Modal

_Tulnt Belanja Dacrah
Analisis belanja langsung dan tdak langsung
Analisis  ini  bermanfat uwniuk kepentingan manajemen  imernal
pemerintah daerah, vaitu untuk pengendalian hiaya dan pengendalian
anggaran. Rasio belanja langsung dapat dihiung dengan rumus sebagai
berikut:
Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja

=  Toal Belanja Langsung
Total Belanja Daerah
Sementara itu, rasio belanja tidak langsung dapat dihitung dengan ramus
sehagai berikut:
Rasio Belanja tidak Langsung terhadap Total Belanja
=  Total Belanja tidak Langsung
Total Belanja Dacrah
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d. Rasio efisiensi belanja
Rasio chsiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja
dengan anggaran belamja. Rusio im digunakan untuk mengukur angkat
penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio im dirumuskan
sebagai berikut:
Rasio efisiens: belanja = Realisasi Belanja

——  BLL ) T RRIRRR | ||
Anggaran Belanja

Pemernintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio
efisiensinya kurang dani 100%, sebaliknya apabila lebih dari 100% maka
mengindikasikan telah terjadi pemborosan angguran.

¢. Rasio belanja dacrah terhadap PDRB
Rasio belanja daerah terhadap PDRB merupakan perbandingan antara 1otal
belanja daerah dengan PDRE yang dihasilkan daserah. Rasio ini
menunjukkan produkovitas dan efekovitas belanja daerah. Rasio i
dirumuskaun schagai benikut:
Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB = Total Realisasi Belanja Daerah

Total PDRB
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